
3. Undang-Undang Nomor t Tahun 2011 tentang Perurnahan dan
Kawaean Permukirnan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20J 1 Nomor 7, Tambahan Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 51-88);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 terrtang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4247);

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tcntang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja dl sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 1821);

Mengingat

d. berdasarkan pertlmbangan eebagalmana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Pcraturan
Walikota tentang Rekomcndasi Pembangunan Taman dalam
Areal Perumahan;

Menimbang : a. bahwa perturnbuhan dan perkembangan kota dalam berbagai
sektor yang disertai dengan rneningkatnya pertambahan
pcnduduk telah rnernbawa dampak terhadap perubahan
stJTUktur kota dan penurunan kualitas Iingkungan schingga
diperlukan upaya untuk meningkatkan dan menjaga kualitas
llngkungan:

b. bahwa dalam rangka mcwujudkan lingkungan perurnahan dan
permukiman yang layak hun), rapi dan lndah bagi masyarakat
serta menjamin kelestarian lingkungsn hidup, perlu diatur
ketentuan penyediaan taman dalam areal perumahan di Kola
Palernbang;

c. bahwa ketenruan mengenai penyediaan taman dalam areal
perumahan di Kola Palernbang perlu dlatur daJam Pcraturan
Walikota agar rnemiliki landasan dan kepastian hukum;

PROVIllSI SUllATBRA SBLATAlI
PERATURANWALIKOTA PALEMBANG

NOMOR~~ TAHUN 2015
TENTANG

REKOMENDASI PEMBANOUNAN TAMAN DALAM AREAL PERUMAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG.



Dalam Peraturan Walikota ini yang cJimak~uddcngaru
1. KOlaadalah KOlaPalernbang
2. Wo.llkotaadalah wallkota Palernbang.

Pasall

K&:TENTUANUMUM

BABI

MEMUTlJSKAN:

PERATURAN WALlKOTA TENTANG REKOMENDASI
PEMBANGUNANTAMAN DAI..AMAREALP~l<UMAHAN

10.Peraturan Dacrah Kola Palernbang Nornor 5 Tahun 20 LO
tentang Izin Mendirikon Bangunan (Lembaron Daerah Kota
Palembang Tal1lU1 2010 Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Kota Plllemba.og Nomor 15 Tahun 2012
tentang ReoCaJlaTata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang
Tahun 2012-2032 (Lernbaran Daerah Kota Palembang Tuhun
2012 Nomor 15);

9. Peraturan Daerah Kotarnadya Daerah Tingkat U Palembang
Nomor 3 Tahun 1999 tentang Ketentuan Penyediaan Prasarana
Lingkungan, Utilitas Umum dan Fusiliras Soaial pada Kawasan
Perurnahan dan Permukiman daJam Kotamadya Daerah
Tingkat n Palernbang [Lernbaran Daerah Kota Palernbnng
Tahun 1999 Nomor 9 Seri OJ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tnhun 2009 tentang
Pedoman Pcnyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Perurnnhan dan Perrnukiman eli Daerah;

7. Pcraturun Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008
tentang PedomanPenyediaandan Pemanfaatan RuangTerbuka
Hijau di Kawasnn Pcrkotaan:

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 rentang
Pcnataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan:

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Pcraturan Pelakaannan Undang-Undang Numor 28 Tall I.!0 2002
tcntang Bangunan Oedung (Lembaran Negarn Rcpublik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Rcpublik Indonesia Nomor 4532);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan
Daeroh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nornur 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bebcrapa kali, terakhir
dengan Undong-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atns Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
teruang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 J 5 Nomor 58, Tnmbahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor !i679);

Menetapkan



(1) Setiap Pengembangwajib mcmbangun Taman di areal
Perumchan.

REKOMENDASI PIi)MBANGUNANTAMAN
DALAM AREAL PERUMAHAN

PaMI4

BAB III

Pasal3

Rekomendasi pembangunan Taman dalam areal Perumahan
bertujunn untuk:
e. rnemenuhi pcneapaian 20 % (duo putuh persen) area

terbuka puhlik dan 10 % (sepuluh) persen area terbuka
hijau privat;

b. menjaga kcscraslan dan keseimbangan ekosistem
lingkungan Kota;

c. mewujudka.n keseimbangan antare Iingkungan alam dan
llngkllllgan buatan di Kota; dan .

d. meningkatkan kualitas Iingkungan Kota yang sehat, indah,
bersih dan nyamun.

Rekomendasi pernbangunan Taman dalam ureal Perurnahan
dimaksudkan sebagal upaya untuk mendukung pcmenuhan
ruang terbuka hijau di Kota.

Pasal 2

BAS II

MAKSUD DANTUJUAN

3. Taman adalnh tern pal menyu sun berbagai rnacam ranaman
dengan menggunakan berbugai macarn media yang dirata
sedernikian rupa agar terlihat keindahannya.

4. Pcrumahan adalah kurnpulan rumah scbagai bagian dari
permukiman balk perkotaan maupun perdesaan, yang
dilengkapi dengan prasarana, sarana, clan utilitas umum
sebagaihasll upaya pcrncnuhan rumah yang layak huni.

S. Dinas PeneranganJalan, Pcrtamannndan Pernakamanyang
selanjutnya disingkar DPJPP adalah Dinas Penerangan
Jal9Jl, Pertarnanan dan Pernakaman Kota Palembang.

6. Pengembang adalah lnstitusi atau lernbaga pcnyelenggara
pembangunan perumahan dan permuklman.

7. Izin Mendi.rikan Bangunan yang selanjuinya disingkat 1MB
adalah izin untuk mendirikan bangunan yang dltetapkan
oleh WaJikota yang rneliputl ban gun an gcdung, non gcdung.
mcnara dan konstrukal reklamc.

8. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalnh
sertifikat yang diterbitkan oleh Wnlikota untuk menyatakan
kelaikan Iungai suatu bangunan balk secara administratif
maupun teknis sebelum pcmanfaatannya.



(1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasol? ayar (1)
menunjuk pctugas yang akan melakukan pengawasan
don pengendalian pembangunan Taman.

Pasal8

(l}Walikota mclakukon pengawasan dan pengendalian
pernbnngunan Taman yang dibangun oleh Pengembang
dalam areal Perumohan yang dalam hal ini dilaksanakan
oleh tim.

(2)Susunan keanggotaan Tim sebagaimane dlmaksud pada ayat
(1) terdiri dan:
8. Kctua : Kepala DPJPP
b. Sekretaris: Kepala bidang yang mernbidangi pcrtamanun

pada DPJPP
c. Anggota : satuan kerja perangkat dacrah terkait sesuai

kebutuhan.
(3)Tim sebagairnana dlmaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan

kcputusan Walikola.

PasaJ7

BABIV
PENOAWASAN DAN PENGENDALIAN

(I) Luas Taman yang akan dibangun adalah sebesar 5% (lima
person)dad 30% (tiAs puluh perscn) luus fastlltas umum
dan faailims soslal yang dibangun oleh Pcngornbang,

(2)Untuk Perumahan yang luosnya kurang dari 1000 m2 (seribu
meter persegi] rnaka pembangunan Tamnn dlsesuaikan
dcngan fasiLitas umum dan Iasilitas sostal yang ado.

Pasal S
(1) Seloin mematuhi kercntuan peraturan perundang-undangan

yang mengatur tentang persyaratan pembcrian 1MB,
Pengembang w(\jib melampirkan desain gambar Taman yang
akan dibangun pada saar rnengajukan permohonan
pembcrian 1MB.

(2) Desain gambar Taman sebagaimana dimoksud pads ayat (1)
harus mendapat persetujuan dan DPJPP.

(3) Dcsain gambar yang telah disetujui mcnjadi salah satu
syarat pernberian 1MB.

(2) Areal pcrumahan yang ierkena kewajiban scbagaimana
diatur daJam ayat (I) adaJah perumahan dengan luas lebih
besar atau sama dengan 5000m~ (lima ribu meter persegi).



Il) Pengembang wajib menyerahkan Taman yang dlbangun
kepada Pemerintah Kola.

(2)Penyerahan scbagaimana dimaksud pads ayat (1)dilakukan
dcngan rujuan untuk menjamin keberlanjutan perneliharaan
dann pengelolaan Taman eli areal Perurnahan.

Pasa! 1'2

BABV
PENYERAHAN TAMAN

Pengernbang yang mernbangun Taman yang tidak sesuai
dengan desain gambar Taman Y'dJ1gdiajukan pada soot
mengajukan permohonan pernberian 1MB,dikenakan tindakan
administratif berupa cUtangguhkannya penerbitan SLF sampai
dengan Pengernbang rnenyesuaikan kondlsi Taman yang
dibangun dengan desain gnmbar Taman.

Pasa! 11

sebagaimana
satu syaral

Sural rekomendasi yang berisi persetujuan
dimaksud dalam Pasul 9 mcnjadi salah
diterbitkannya izln penggunaan bangunanjSLF.

Pasal 10

Pcmberian persetujuan atau penolakan sebagairnana dimaksud
dalam Pasal 8 nyat (2) huruf c dan huruf d dilakukan dalnm
bentuk aurat rekomendasi yang ditl\lukan kepada Dines Tala
Kota dan Pengembangyangditandatangani oleh KepalaDPJPP.

Pasa19

(2) Petugas sebagaimnna dirnaksud padn ayat (1) dilengknpi
dengan tanda bukti din berupa kartu tanda pcngcnal dan
sural tugas.

(3) Pctugas sebagaimanadimaksud pada ayal (1) berwenang:
a. mcmasuki dan mcmeriksa rempat pelaksanonn

pembangunan Taman dalarn area! Perurnahanj>
b. rnerneriksa jenis tanaman yang dltanarn:
c. memberikan pcrsctujuan apabila terdapar kesesualan

antara desuin garnbar dengan kondlsl Taman yang
dibangun:

d. mernberikan penolakan apabUa lidak terdapat keecsuaian
antara desaln gwnbar dengan kondisi Taman yang
dibangun,



IIJlldL

Diundaogkan eli Palembang
pada tanggal I... Nt:NunblU' 2015
SEKRETARlS OAERAH KOTA PALEMBANG,

Agar sctiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan
pengunclangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kola Palembang.

Oitetapkan eli Palembang
pada tan ggalzz; 201S

'WALIKOT~EMBANO'

HARNOJ OYO

Peraturan Wallkotaini mulai berlaku pada taoggal diundangkan.

Paaal15

Apabila. Taman yang akan diserahkan oleh Pengembang tidak
mendapat persetujuanj rekcmendas! dan OPJPP maka
Peogembang wajib mcnyesuaikan kondial Taman sesuai dengan
rekomendasi dan OPJPP.

Pass I 14

tl) Penyemhan acbagaimana dimaksud dalam Pasal 12 a,yat (1)
dilakukan dengan ketentuan:
a, paling Iambat 1(satu] tabun setelah masa pemeliharaan;
b. seauai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh

Pemerintah Kota;
b. 'raman yang akan discrahkan harus mendapat

persetujunn/rekomendasi terlebih dahulu dan DPJPP;
dan

c. dilakukan dengan berila acara serah t.erlma dari
Pengembang kepada Pemerintah Kola.

(2) PenyerahanTaman sebagaimo.na dimaksud dalarn Pa.sa1 12
aynt (1) dilakukan:
a. sccara bertahap apabila pembangunan Taman diI.nkuk.nn

bertahap; atau
b. sekaligua apabila rencana pembangunan Taman

diln.kuk.an udak bertahap.

Pasa! 13


